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PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEMPURAN

DESA TUGUREJO

Alamat . Desa Tugurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang Kode Pos 56561

Tugurejo, 31 Desember 2025

Kepada :
Yth. BUPATI MAGELANG
Cqg. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Magelang
di-
KOTA MUNGKID

SURAT - PENGANTAR

NOMOR : 142/69/2015/2025

NO ISI SURAT BANYAKNYA | KETERANGAN
] 2 3 4
1. | APB Desa 2026 Desa Tugurejo 2 (Dua} bendel | Dikirim  dengan
hormat sebagai
laporan.
2. | Lampiran :
a. Rancangan Perdes APB Desa
Tahun 2026
b. Perdes RKP Desa Tahun 2026
0. Daftar Hadir dan Notulen
Musdes APBDesa 2026
d. Berita Acara Musvawarah
BPD dan SK BFD Tentang
Persetujuan Raperdes
APBDesa 2026

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Inspektorat Kab. Magelang
2. Arsip

“Kepala Desa Tugurejo




KEFALA DESA TUGUREJO

KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA TUGUREJO

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGUREJO

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUGUREJO,

Bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (3) Peraturan
Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan
bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa
tentang AFB Desa;

bahwa atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa

dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan

Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB
Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 5234);



Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-undang Nomor & Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558] Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
Tentang Dana Desa vang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864),

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia TAhun 2019 Nomor 41);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
2094);



10.

2 8

12,

13.

14,

15,

16.

18.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomaor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan
Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203),;

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertingeal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Womor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/PMK.O7 /2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomar 1051);



19,

20.

21,

22,

29,

25.

26.

27.

28,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025
Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana
Desa Tahun 2026 [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomeor 1151);

Peraturan Lembaga hebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik IndonesiaNomor
12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah
Provinst Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor Bj;

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun

2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Provinsi Jawa
Tengah [Benta Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 Nomor 17);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah ([Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor
34);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17
Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017
Nomor 17);

Feraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa (
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2019 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-
2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun



29,

30.

31.

32.

33.

35.

36.

2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
kabupaten Magelang Nomor 123);

Peraturan Bupati Magelang Nomor & Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017
Nomeor 6);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang
Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan
Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);

Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Petunjuk  Teknis Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2017 Nomor 19);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di
Kabupaten Magelang, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di
Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2022 Nomor 78);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomar 17 Tahun 2017 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38,

. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019

Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Magelang ([Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2019 Nomor 35);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi
Dana Desa (Berita Daecrah Kabupaten Magelang
Tahun 2020 Nomor 60);



37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

3.

43.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang
Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa [Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Reuangan
vang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada
Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan vyang Bersifat Khusus dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024
Nomor 8j;

Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023
Nomor 51);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Bupat Magelang Nomor 19 Tahun 2025
tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 19);

Instruksi Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2025
tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas
Daerah “SAPTA CITA" Tahun 2025 - 2029,

Surat Bupati Magelang Nomor 141/865/13/2025
perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Desa Tugurejo Nomor & Tahun 2019
Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Prajegsari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6};

Peraturan Desa Tugurejo Nomor 2 Tahun 2025
tentang Rencana Jangka Menengah Desa (REPJM
Desa) Tahun 2020-2028, sebagaimana telah diubah
beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Desa
Tugurejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Desa Tugurejo Nomor 2 Tahun
2025 tentang Rencana Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa
Tugurejo Tahun 2025 Nomor 2J;



46. Peraturan Desa Tugurejo Nomor 4 Tahun 2025
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
2026 Desa Tugurejo (Lembaran Desa Tahun 2025

Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUGUREJO

Dan
KEPALA DESA TUGUREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGUREJO TAHUN

ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugurejo Tahun Anggaran 2026

adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 1.253.486.990,-
2. Belanja Desa Rp. 1.403.805.482,-
Surpuls/Defisit Rp. (150.318.492),-
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 150.318.492 .-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-h) Rp. 150,318.492, -
Sisa Lebih /{Kurang) Perhitungan Rp. 0,-
Anggaran
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yvang merupakan bagian

tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa,
b, Daftar Penvertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.



Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2] Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3] Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB
Desa.

(4] Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;

d. memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan vang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran berjalan dapat melakukan
perubahan APB Desa dalam hal terjadi-
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada
tahun berjalan
b. keadaan vang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja;
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
d. Keadaan luar biasa vaitu keadaan tidak seperti yang direncanakan atau
suatu kejadian vang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat
dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kriteria
keadaan luar biasa antara lain:
1} peperangan;
2} kerusuhan,
3} revolusi;
4} bencana;
50 pemogokan;
6] kebakaran;
7) kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang
berwenang;



B) Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propvins Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah
Daerah.

Pasal 7
Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dalam Lembaran Desa Tugurejo.

Ditetapkan di Desa Tugurejo
Pada tanggal ; 31 Desember 2025

4 Kepai’a Desa Tugurejo,

#

2

=1

|I: -

i
Diundangkan di Desa Tugurejo
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Sekretaris Desa
MUSYAFAUDIN

LEMBARAN DESA TUGUREJO TAHUN 2025 NOMOR 7
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PERATLEAN DESA TUGUREIC

MOMOR 7 TAHLUN 3055

TENTAREG

ANGEARAM PENDAPATAN DAM BELAMAA DESS

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TUGLREJID
TAHUN ANGGARAN 2036
Jonis APEDes © APBDes Awal
KODE REK LIFLALAN *‘"?::"“‘" KETERANGAN
A PENDAPATAN
ai Pendapatan Asli Dass 26 1000000, D
43 Pendapalan Transfer 1. 223 5086 950,00
43 Pandapatan Lain-lain & 480,000, 00
JUMLAH PENDAPATAR 1,253.486,980,00
B BELANJA
5 Balanjs Pegawal 865 755 580,00
mg Balana Barang dan Jasa #03 585 4752 00
5.3, Belang Moaal ATT. 524 000,00
5.4 Balarja Tidak Terduga &7 438 460 00
JUMILAH BELAMNIA 1.403. 505 452,00
SURPLUS | (DEFIZIT) (150,218,452 00)
8. PEMEIAYALN
B1 Pamanmaan Pembiaysan 150,318 492,00
811 SHPA Tahun Sebelumnya 150 318,492 00
PEMBLAYALN NETTC 150,318.452.00
Z15A LEBIH PEMBIAY AAN ANGGEARAN | 0,00
———— ——a =

TUGUREJD, 20 Decembar 2028

KEPALA DESA

IR =220 107 4

Halarmam 1
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PERATURAN DESA TUGUREIC

HNOMOR T TAHLUN 2025

TENTANG

ANGOARAN PEMDARATAN DAN BELAN DESS

ANGGARAN PENDAPATAN DAM BELAM.JA DESA

PEMERINTAH DESA TUGUREJD
TAHUN ANGGARAN 2026
Jenis APBDes : APBEDes Awal
H;:ET"E URAIAN ﬂ"‘ﬁ;‘:‘“ SUMBERDAMA
1 F| 3 4 ]
i, PENDAPATAM
a4 Pandapatan Asi Desa 28 100, 000,00
4.2 Pendapatan Transiar 1222 ol el 00
LS Pendapatan Lain-tain 4 AR 0000
JUMLAH PENDAPATAR 1263488990, 00
i BELANJA,
1 BIDANG PENYELENGGARAMN PEMERINTAHAM DESA 709, 365.662,00
1.1 Peryelenggaran Belanja Siltep, Tunjangen dan Operasional 533.606.953,00
Pemarinlahan Dasn
1.1 Penyediaan Panghasilan Tetap dan Tunjangen Kepala Desa R A0 BODO0 | ADD
1101 | 81, Besanja Pegaws 56 BA0.000,00
1,1.02 Panyedinan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perargkal Desa 351 412 00000 | ADD
1102 | 81, Beanja Pegawa 351 413 000,04
1.1.003 Pemyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Peranghat Desa 21873.500,00 | ADD
1.1.03 | &1, Balanjs Pagesal 2 E73 500 00
1.1.04 m:-:ﬂ—nmmhm Pemarintah Desa (ATEK, Honor PRPED can PPE 51 52 543,00 | AGD DLk, PRH
1.1.04 | 52 Balanga Barang dan Jasa 581,922 843,00
1.1.08 Peryeckaan Tunjangan BRD 30.590.000,00 | ADD
1.1.06 | &1 Baolamga Pegawai 50,550 000,00
1.1.08 Penyediaan Operasional BPD (mpat, ATK, Makan Minum, Pakaian Serags 957 000,00 | ADD
i, Lisanik dif]
1108 | 52 Belanj Barang den Jasa 186700000
1008 | 53 Befanja Modal 5,000, 000,00
1.1.048 MMWMWMMMWMdHMM B.841 42000 | DOS
i
1108 | B4 Beianja Tidsk Terduga BAt 420,00
11,00 Ponysdiaan Tambahan Tunjangan Kepals Desa dan Porangkal Deda 4. 700.000,00 | PAR
1188 | 51 Balanja Pegawal & 00 000, DD
11,84 Poryediaan Jaminan Kecalaaan Kera dan Jaminan Kematan Bagl BPD EA0400,00 | ADD
1194 | 52 Biailarsa Barang dan Jasa 880 400,00
iz Penyedisan Sarana Prasarana Pamerintanan Desa T8, 0000000, 0
1.2 Penyediasn Sarana (Asel Telsg) PerantoranPemeirimnan 8000 000,00 | PAD PFEH
1.281 | 52 Betanis Barang dan Jasa 5.000.000,00

I =27 0 wataman 1



AMGGARAN

m FRrS 1051 ET

REKENING URAIAN (R SUMBERDANA,
1 2 k| 4 &
1201 | 53 Betanja Modal 3000, 000,00
13 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 12,3060 700,00
dan Koarsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendsiaan, dan Pamuakhiran Profl Desa ™) 1.5300.000.00 | PAD
1302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000.00
1305 Femetsan dan Anadsis Kamiskingn Deds sacars Famaipatil 11.060. 700,00 | DS, PAD
1306 | 52 Balama Barang dan Jasa 11O 700, 0a
1.4, Penyelenggaraan Tata Praja Pamarintahan, Perencanaan, Keuangan 75.636.000,00
dan Palaporan
1401 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembanasan APBDes | 26. 750000000 | DOS
Fguier)
1400 | 52 Bislarga Barang dan Jasa 26, 750, 000,00
1.402 Paayalenggarsan Musyawarah Desa Lamnya (Musdus, Rembug desa Non 15.920 000,00 | GOS
Risguie)
1402 | 52 Balarya Barang dan Jasa 18 9. 000,00
1.4.03 Panyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa di) 280800000 | ADD
1403 | 82 Belanja Barang dan Jesa # WEA, 000,00
1.4.04 JP:]HMMH Dokumen Kasangan Desa (APHDes, APBDas Perubahan, LP 5535 000,00 | ADD
1404 | 52 Balanja Barang dan Jasa & 535,000.00
1.4.07 Emmmn Laporan Kepals Dess, LPPDess dan informasi Kepada Masy 1. 587 800,00 | ADD
14207 | 5.2 Beianja Barang dan Jasa 1.587.500,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informas Desa 2.700,000,00 | ADD. PEH
1408 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2. 700000, 00
1462 Pangisian Peronghal Desa dan Staf Poranglkat Desa 20.745.500,00 | ADD
1452 | 52, Belania Barsng dan Jasa 20.245 500,00
1.5 Saih Bidang Pertanahan BUBT.000,00
1501 Sariifikasl Tanah Kas Deas 5 DO0000, 00 | PEM
1501 | &5 Belarga Mooal 5. 000 Da0H), D0
1.5.08 Mdminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan {PEB] 2 EF200000 | Dd
1508 | 52 Balarga Barang dan Jasa 2872 00500
1.5.07 PenenuanPenegasan Batasipatok Tanah Kas Desa 1,800.000,00 | ApD
1507 | 852 Belania Madal 1.800,000,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANCGUNAN DESA §23.964,280.00
21. Sub Bidang Pendidikan 31 TIT.T80.00
2.1 Panyeianggaraan PALDTETPATRATPOMatesah Man-Formal Milk Da 28 T TEO0D | DDE
Ba (Honge, Pakaian @il
210 | 52 Balanja Barang dan Jasa 23,217 THO,00
2101 | 53 Balanja Modal 5. D00 eChD, 0
2102 Dudungan Pemyelengiarasn PALD (APE. Sarana PALIL dst) & 500 000,00 | DoS
Zi0z | B2 Balarga Barang dan Jasa f 50000000
L1, Sub Bidanyg Kesehatan B4.005.0040,00
23 Ponyelenggarsan Pos Kesehatan DesaPolindas Milk Dosa (obal, Inagsii el 2.940 00000 | DDE
KB, dsin)
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REKENING (Rp) SUMBERDANA
1 F) 3 4 -
2201 | 8.2 Befanja Barang dan Jasa Z B4, 00000
2208 Penyelenggaman Posyandu (Makanan Tambahan, Kaias Bumi, Lensia, in 2 540 000,00 | Dod
220a | 52 Bedanja Barang dan Jasa 27 540, 000,00
2204 Fanyeienpgaman Desa Siagn Kesshatan {T.625.000,00 | ADD, OOS
2204 | 52 Balmnia Barang dan Jasa 17825 0o 00
2208 PembangunanRehabditasPeningkatan/Pengadaan Samana/Prasarans 5.300.000,00 | DOS
P 10
2208 | 52 Bejanja Barang dan Jesa 3500, 000,00
2208 | 53 Balania Modal 1,800, 000,00
2247 Fasiigasi Gerakan Pencagahan Stunting Terpadu 3.EM 00000 | DOS
22497 | 52 Belanjs Barang dan Jasa 300830, 000 00
N Sub Bidang Pekerasn Lsmum dan Penataan Ruang 85, 924.000,00
2301 Pemalnaraan Jalan Dess 9.568.000,00 | DDS
23M | 83 Baiznja Modal fBER, D00 00
2310 PembangunanFBehabiitasPaningkastariPangerasan falan Desa =) 100.000.000,00 | PBK
2310 | 54 Befamia Modal T, 0000
2312 PemhangunanFehabiitaslPeningkatan/Pengeraasan Jalan Lsaha Tani =) 200800 000,00 | PEF SWD
2312 | 53 Belanja Modal 200 800, 000,00
2350 PembangunanFehasbiitasiPaningkatan TaludBronjongTurap Penahan T 75255 000,00 | DoOs
anah
2380 | 53 Besanja Modal TH 246 000,00
24 Sub Bilang Kawasan Pemukimn 4,262 80000
2407 Pamsliharaan Fasilios Pengeklaan Sampah Desa {(Penampungan, 4207 50000 | DD
Baik Sarmpah, i)
2407 | 82 Betanja Ratang dan Jasa & 73 500,00
2.5 Sulb Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Infermatiia 16,000, 0000
28.03 Pangelciann dan Pembusian Jasingan/instaias] Komundas! dan informasi 16.000,000,00 | DDS
Lokl Dasa
2803 | 52 Balarja Barang dan Jesa 16,000,000, 00
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN $3,071.500,00
31 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 0. ET0.000,00
Masyarakat
3103 Koondinasi Pembinsan Keamanan, Ketertban & Pedindungan Masy. Skata E7.220.000.00 | ADD, PEH
Lokal Desa
3103 | 52 Belania Barang dan Jaza 57 220.000,00
3,604 Persiapan Kesiapsiagasn/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3350 000,00 | Dos
3104 | 52 Bedanjs Barang dan J&sa 3.350.000,00
32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan A7 000, 000,00
3202 Panginman Kontingen Group Keserian & Kabudayaan (Wakd Desa tet. Ke 1000000,00 | Db
cebKol)
3202 | 52 Balaria Barang dan asa 1.000.000,00
32.03 Panpelengoaraan Festival Kessnian, Adat¥abudayaan, den Keagamaan | 15,800.000,00 | DDF
HUT Ri. Raya Keagamasn dif)
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3203 | 52 Badanja Bareng dan Jasa 16500, 000,00

33 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2,641.500,00

3.3.08 Permbinaan Karmng Taruna®lub KopamudaanOilahmga Tingkat Desa 2,641.500,00 | DoS

3308 | 52 Bielarga Barang dan Jasa 2.841.500,00

34, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 11.960.000,00

3402 Pembiraan LKMOVLPRALPRD Z100.000,00 | OO

Jd4n02 | &3 Balangs Barang dan JAasa 2,900, 000,00

3403 Pambiraan FEKK G 620.000.00 | DOS

3403 | 52 Balanja Barang dan Jasa B G20 000,00

3.4.91 Dlukungan Eﬂrm!ﬁmm Kagatan Lembaga Kemasysmkatan Desa 33244 000,00 | aDo

A48 | B3 Belanja Barang #_n Jasa 3.240.000,00

4 28,804, 000,00

4.2 3,552.000,00

420 15R8.00000 | DOE

428 | B2 365800000

4.3 5.578.000,00

4202 Peningkatan Kapasdas Parangkat Desa 3,578.000,00 | DOS, Poe

4302 | 52 Belanja Barang dan Jesa 3.578.000,00

4303 Paningkatan a:m@m BAD 2.308.000,00 | P

4303 | 52, Belanjn Hl.r'lnu;d% Jen 2388 00000

4.5. Sub Bidang l , Usaha Micro Kacll dan Menengah (LBEM] 2.500.00:0, 00

4501 Pedatihan i i Koperass i LIDUBIKM 2 560000000 | S

4501 | 52 Belanja Barang din Jasa 250000000

45, Sub Bidang Dukunigan Penanaman Modal 2.500.000,00

4 502 F?Imlhm Pengedalaan BLUM Deda (Pelatihan yg diskssnakan aleh Pemda 2 50000000 | DOoS

]

4602 [ 52 |  Belanja Barang dan Jasa 2.500,000,00

&7, Bub Bidang dan Perindustrian 14.170.000,00

4 703 Pengambangan indusir Kecil Tingkat Desa 14 1T0000,00 | ©osS

4703 | 52 Belanja del Jacsa 14.170.000,00

B A0, 505 040,00

5.2 Sub Bidang Kesdasn Darurat 26.995.040,00

5,200 Penanganan Keadaan Danural 26905 040,00 | mDs

5200 | 54 Belanja Tdak TarJu;.a B8 985 040,00

53 Sub Bidang Mendesak 21.500.000,00

5.3.80 BLT Dnrea Dieka 21600 000,00 | Do

5380 | 54 Befanja Talak Terduge 21 600,000 .60
JUMLAH BELANJA 1,403,805 482,00
SURPLUS J (DEFISIT) (150,318,452 D)

& PEMBIAYAAN :

I
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KODE LRALAN ANGGARAN SUMBERDANA
REEEHING (Rp)
1 2 1 4 5
81 Penerimaan Pembiayaan 180 318 452 00
PEMBIAY AAN NETTC 150.318.492,00
5154 LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARARN 0,00
S — S —— —
TUGUREJO, 20 December 2025
o wesn e
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